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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

Menimbang :a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran .. 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2021 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 -2026;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah
dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Restribusi Daerah Kepada Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
telah  diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokasl Berskala Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019
tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan
Staf Perangkat Desa;

Peraturan * Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang Peé;loman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021

tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong

Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas
dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
Peraturan . Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023

tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
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25. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

26. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2025;

27.Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pungutan Kalurahan;

28. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomeor 4 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
dan
LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belgnja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan
perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 2.648.397.700,00
2. Belanja Kalurahan ' Rp. 2.819.629.750,00
Surplas/Defisit Rp. (171.232.0350,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 171.232.050,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 171.232.050,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp. 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Perafturan Kalurahan ini.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6
(1) Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

2024 dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan
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c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
dan/atau
d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan
Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripanggung.

Ditetapkan di Giripanggung
Pada tanggal 29 Desember 2023

Diundangkan di Giripanggung
Pada tanggal 29 Desember 2023
ARIK
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LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN AN?E:)RA" KETERANGAN
1 2 3 4
4, PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 89.750.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.555.147.700,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.648.397.700,00
5. BELANJA '
5.1. Belanja Pegawai 913.272.996,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.254.641.204,00
5.3. Belanja Modal 333.580.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 318.125.550,00
JUMLAH BELANJA 2.819.629.750,00
SURPLUS / (DEFISIT) ('i 71.2.;.!2;050.09)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 171.232.050,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumaya |77 1 T1232050.00
FEMBIAYAAN NETTC 171.232.050,00
SISA LEEIH PEMBIAYAAN ANGGARAM i 0,00

GIRIPANGGUNG, 29 Desember 2023

PFrinted hy Slakendes 20/12/2023 10:25:24
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LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes : APBDes Awal
REKENING URAAN T e T
1 2 3 4 A
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 89.750.000,00
4.2, Pendapatan Transfer 2.555.147.700,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 3.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.648.397.700,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.269.041.500,00
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.077.228.296,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 45.800.000,00 | ADD, PBH
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 45.800.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 747.381.000,00 | ADD, PBH
1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawai 747.381.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 51.134.216,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 51.134.216,00
1.1.04 ge;?;ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 77.148.800,00 | ADD, DLL, PAD, f
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 77.148.800,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 59.647.780,00 | ADD, PBH
1.1.08 | 5.1. Belanja Pegawai 59.647.780,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 10.2156.000,00 | PBH
m, Listrik dll)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.215.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 40.981.500,00 | ADD
1.1.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa L 40.981.500,00
1.1.08 aPenyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 44.920.000,00 | bps
1.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 44.920.000,00
1.2, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 8.569.000,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3.469.000,00 | PBK
1.2.02 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 3.469.000,00
1.2.94 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.600.000,00 | PAD
1.2.94 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
1.2.95 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja 2.500.000,00 | PAD
1.2.85 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
20/12/2023 10:28:57 T



Rsﬁzfns URAIAN ANC:C:;R;AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
13. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 69.215.000,00
dan Kearsipan
1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 500.000,00 | OLL
13.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 33.465.000,00 [ DDS
1.3.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 33.465.000,00
1.3.91 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin 35.250.000,00 | DDS
1.3.91 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00
14. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 97.317.204,00
dan Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 8.521.100,00 | PBH
Reguler)
1.4.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.521.100,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 9.320.000,00 | PAD
1403 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00
1.4.04 f«:jﬂ;rusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 7.738.600,00 | ADD, PAD
1.4.04 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 7.738.600,00
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 14.975.000,00 | DDS, PAD
1.4.05 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.975.000,00
1.4.07 Pel:‘ytilsunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 2.752.504,00 | ADD
arakal
1.4.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.752.504,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 12.800.000,00 | DDS
1.4.08 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00
1.4.91 Pengisian Perangkat Desa 31.900.000,00 | ADD
1.4.91 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00
1.4.92 Pangharga;n Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa 9.310.000,00 | PBH
1.4.92 | 51. Belanja Pé‘_(';awai 9.310.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 16.712.000,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangynan (PBB) 16.712.000,00 | PAD
1.5.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa ! 16.712.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 819.169.000,00
21 Sub Bidang Pendidikan 2 166.597.000,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 30.000.000,00 | DDS
a (Honor, Pakaian dll)
2.1.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 9.250.000,00 | bos
21.09 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00
2.1.90 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa 127.347.000,00 | DDS
21.90 | 53, Belanja Modal 127.347.000,00
2.2, Sub Bidang Kesehatan 316.895.000,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Yambahan, Kis Bymil, Lamsia, Insentif) 123.050.000,00 | pDS
20/12/2023 10:28:58 ——




KODE

AEE BN URAIAN ANCI??:R)AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
22.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 123.050.000,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 6.500.000,00 | DDS
der Kesehatan dll)
22,03 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 16.380.000,00 | DDS
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.380.000.00
2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 21.700.000,00 | DDS
22,06 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00
2291 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 15.150.000,00 | DDS
2291 | 52. |  Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00
2.2.94 Pemberian makanan tambahan untyk balita/siswa PAUD 79.075.000,00 | bDS
2294 | 52, Belanja Barang dan Jasa 79.075.000,00
2.2.98 Insentif kader kesehatan/KB 56.040.000,00 | pps
2298 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 56.040.000,00
2.3, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 261.409.000,00
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 206.243.000,00 | DS
2.310 | 5.3, Belanja Modal 206.243.000,00
23.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 55.166.000,00 | DDS
Permykiman **)
23.11 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 55.166.000,00
24, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 73.268.000,00
2.4.91 Pemberian gtimulan jamban sehat 73.268.000,00 | DDS
2491 | 5.2. Belanja Ba;ang dan Jasa 73.268.000,00
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.000.000,00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DIl) 1.000.000,00 | DDS
26.02 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 39.226.700,00
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 6.865.000,00
3.3.83 Operasional Karang Taruna “ 6.865.000,00 | PBH
3393 | 52. | BelanjaBarangdandasa . 6.865.000,00
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyqfakat 32.361.700,00
3.4.91 Pembinaan Kader Pemberdayaaq'}dasyarakat 7.011.700,00 | DDS
3491 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.011.700,00
3.4.95 Operasional LPMD dan/atau LF’MR. 10.625.000,00 | PBH
3495 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.625.000,00
3.4.96 Operasional PKK 14.725.000,00 | paD
3496 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 14.725.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 374.067.000,00
41. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan §3.645.000,00
4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 53.645.000,00 | ops
4.1.05 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa | 53.645.000,00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 260.852.000,00
Printed by Siskqudes | I RE R a3




RE’:(?E::ENG URAIAN AN%?;:R)AN SUMBERDANA
1 2 3 4 6

4,201 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi 242,772.000,00 | DDS
lingan)

4201 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 242.772.000,00

4.2.91 Pelatihan pengolahan hasil pertanian/pelernakan 7.960.000,00 | oLS

4291 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00

4292 Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan 10.120.000,00 | DOS

4292 | 52, Belanja Barang dan Jasa 10.130.000,00

4.3, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 2.626.000,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 2.625.000,00 | oLL

43.02 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.625.000,00

44. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 31.126.000,00
Keluarga

4.4.90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana) 6.560.000,00 | pos

4490 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.560.000,00

4.4.91 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 6.550.000,00 | DDS

4491 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00

4.4.92 Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa 4.925.000,00 | DDS

4492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.925.000,00

4.4.97 Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking) 6.550.000,00 | DDS

4497 | 52. Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00

4.4.98 Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangg 6.550.000,00 | DDS
a (KDRT) dan perlindungan anak

44.98 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00

4.5. Sub Bldang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 6.960.000,00

4.5.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 6.950.000,00 | DDS

4501 | 52. Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00

4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 4.970.000,00

4.6.02 F')elatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde 4.970.000,00 | pDs
s

46.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.970.000,00

4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 13.900.000,00

4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom 13.900.000,00 | ppos
i produktif

4.7.04 | 52, Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 318.126.550,00

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 30.030.000,00

5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 30.030.000,00 | opos

5.1.00 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 30.030.000,00

5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 14.496.550,00

5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 14.495.550,00 | pDS

5.2.00 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 14.495.550,00

5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 273.600.000,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 273,600.000,00 | DDS
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REKENING URAIAN ‘NG(?‘: : SUMBERDANA
1 2 3 a4 5

5.3.00 | 54 Belanja Tidak Terduga 273.600.000,00

JUMLAH BELANJA 2.819.629.750,00

SURPLUS / (DEFISIT) (171.232.050,00)

6. | PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 171.232.050,00

PEMBIAYAAN NETTC 171.232.050,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

—
o mcmlpmscunc. 29 Desember 2023
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KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG

.QQ“?:&{; .m:.n,j g r'r’?f Pha rzl

Klapaloro I, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul Pos : 55881

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH GIRIPANGGUNG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR :4 TAHUN 2023 (KALURAHAN)
NOMOR :& TAHUN 2023 (BAMUSKAL)

Pada hariini Jumat  Tanggal Dua Mstuh Cembiln Bulan Desomber  tahun
Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor/Balai Kalyrahan Giripanggung Kapanewon
Tepus Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan
Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Giripanggung untuk
membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Kalurahan.

Adapun hasilrzlya sebagai berikut :
1. Bamuskal tidak keberatan/menyetujui Rancangan Peraturan  Kalurahan
Giripanggung téntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
- Anggaran 2024 ditetapkan men]adi Peraturan Kalurahan.
2. Lurah agar segera mengirim F}eraturan Kalurahan ini kepada Bupati Gunungkidul
lewat Panewu Tepus. '

Demikian Berita Acara pembahasan bersama ini dibuat di Giripanggung dan
ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah

Giripanggung.

Giripanggung, &9 - 1. -~ 2023




DAFTAR HADIR

RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul

. Jumat , 23 Desewmber 2027

Hari, Tanggal
Waktu : o9.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Giripanggung
Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

No Nama L/P Jabatan Alamat TandaTangan
1 Nqafﬁd' L | Lurah. Kro()af[,c‘/ﬂﬁ TL* /% . ‘/_‘f
2 [Ngabigo L | Bamuk U khapslio®] |

T \ 7
3 | SuwhTRe L | Rrawuus L MMM~% ) /0/
e e | bt | Ao - |l |

T ) l
5 (% andawnd | P Zasarsial 5‘*1”‘"‘-"‘_’\ 5M 66{
6 |warg (ol 7 | leorvutleal l%im Ji :
7 | Wor b L | Leunurhal | Bom Lo 7(:;‘,
8 g Covadnk] L %mmw ﬂ“mmm &V%ﬁ;ﬁ
9 D Winars, | ¥ BOMU_':’«D\\ Phnéo\PLU % + 10
10 | feunlbgaTo L | Gomusteal [z}, /8@:
11 S’W“}/"“/”"‘ L MM)"%MJ%] e~

1

12 Cﬂ/ﬂ i C | Mo Mﬂ‘ /4
13 | e D!rhmMT P |Danacta Klapalon 13;{«#[ qﬂgﬂp
14 L (Uyodt U Ul \Hopatoro | ™+ )
15 |G UrMao| L [wh Lalare [ aplen | S 1 ﬁ%
16 \(\gdd'\}wlq 'Y ﬁ‘?’ Ms‘y‘g’éo"ﬂj- -4l
17 | Sumanty | L
18 By QU Y
19 | ccwrNdl | L
20 | SuU6 lowarty




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

m‘lﬂ(f?(}{?(f?ﬂﬁ ?Ag{??ﬂ.?/l%ﬂ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Posel : Kecamatantepus@gmail.com Laman ‘Tepus.Gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 4§ /KPTS/2023
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
| GIRIPANGGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU TEPUS,
Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggéran 2024, perlu dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan
lainnya;

D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

| pada hurnf a perlu menetapkan Keputusan Panewu
tentang ;Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan
Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan ‘fI‘ahun Anggaran 2024;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentultan Daerah  Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa. Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);




3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 tahun ' 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlaltunya Undang-Undang tahun 1950
nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan, atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 ten-tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik |ndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor S717);

Peraturan - Pemermtah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 Lentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
|
!

]



10.

11.

13.

16.

- Peraturan .Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daer_ah Tertingal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor i
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Istimewa Yoéyakarta. Tahun 2017 Nomor 35);

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dgerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010 Nomor 2);

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(It,embaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
Namor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Nofmor 7);

\

/

— e
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18.

19.

20.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007
tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah
dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimapa telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkiqul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peratlilran Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pgdoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kaléupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan iBupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tertang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita

Daerah Kahupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Perat\gran Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019
tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, )ﬁtaf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan

Anggota.‘Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019
tentang = Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara
Pemerintphan  Desa (Berita  Daerah

Gununglddul Tahun 2019 Nomor 34);

Kabupaten

\
|



Menetapkan
KESATU

25.

26.

27.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019
tentang Pedoman .Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019 Nemor 73);

Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan
Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat

Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Nomor 99);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022
tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Gununglidul Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024, adalah sebagai berilout :

I, PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapptan Kalurahan : Rp
2. Belanjg Kalurahan :Rp

2.614.782.800
2.778.485.650

Surplug/Defisit setelah perubahan Rp (163.702.850)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Renerimaan Pembiayaan :Rp 163.702.850

0
‘Rp 163.702.850

b. Bengeluaran Pembiayaan :Rp

Jelisih Perabiayaan (a-b)

JIPA tahun anggaran berjalan : Rp



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

\

1
\

Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan
Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dalam

Keputusan ini.

Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan
Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi
tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya Keputusan ini.

Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun
Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila mementuthi
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 28 Desember 2023

/ ;\.“iiﬁ;})ﬂ- NEWU,

TEMBUSAN Keplitusan ini dlsamnmkan Kepada Yth. ;

Kepala BKAD

DA LN

Ketua BaMus

. Bupati Gunuxlgklclul (sebagzu laporan),
Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Kabupaten Gunungkidul;

Kepala DPMK112KB Kabupaten Gunungkidul;

Kal Giripanggung.
!

|



LAMPRIRAN |

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMCR 4% /KPTS/2023
TANGGAL 78 DESEMBER 2023
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAR EVALUAS} APBKal
TABUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
KAPANEWON  : TEPUS
KALURAHAN : GIRIPANGGUNG
KESESUHAIAN
NO. ASPEK DAN KCMPONEN ALAT VERIFIKASL . ..KETERANGAN
YA | TIDAK : ' i
1. Aspek Administrasi dan Legalitas i
1.1. | Apakah Semua Dokumen Evaluasi telah ¥ Ceklist kelengkapan dokumen g
diterima dari Kalurahan secara lengkap e
12. [Apakah pengajuan Rancangan Perkal|[ = Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbup

tentang APBKal dilakukan tepat waktu

Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa sebagaimana telah diubah
dengan Perbup Nomor 51 Tahun
2019

]

>



1.3. | Apakah
Rancangan Perka! tentang APBKal

Bamuskal telah menyepakati

Berita Acara hasi! musyawarah
Bamuskal Pembahasan dan
Penyepakatan  Rancangan  Perkal

tentang APBKal Tahun 2024

Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas -
1 i

Telah sesuai
2. Aspek Kebiiakan dan Strukiur APBKal
21 Umum

2.1:1. Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal

disusun berdasa;kan RKPKalurahan tahun
perkenaan

Peraturan  Kalurahan  Giripanggung
Nomer 4 Tahun 2023 tentang
RKPKalurahan Tahun 2024

212 | Apskah Tata Naskah (Legal Drafting)

Rancangan Perkal tentang APBKal telah
sesuai dengan ketentuan Perundangan

Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pembeniukan Produk Hukum:
Desa dan Perbup Nomor 41 Tahun 2014
tentang Teknik Penyusuman- Produk
Hukum Desa

2.2. | Pendapzatan
2.2.1. | Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun
sesuai dengan Peraturan Perundang- 2018 tentang Pedoman Pengelolaan )
Undangan Keuangan Desa sebagaimana telah S
dGiubah dengan dengan Perbup Nomor! - — —
51 Tahun.2019 o
2.2.2. | Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Peraturan  Kalurahan Giripanggung
Realistis ' nomor tahun 2022 tentang Rencana
Anggaran Biaya Kalurahan Tahun
Anggaran 2023
223. | Apakah  estimasi pendapatan yang. Peraturan  Kalurahan  Giripanggung

bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan
rasional dan realistis serta didapatkan secara

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan
Kalurahan




legal dan telah diatur dalam Peraturan
Kalurahan

2.2.4,

Apakah  esiimasi Pendapatan yang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan
realistis

Pagu Indikatif Dana Transfer dan
Bantuan Keuangan

23

Belanja

2.3.1.

Apakah penempatan pos Belanja telah
sesuai Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku

2.32.

Apakai semua kegiatan Belanja Kalurahan
telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan

Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6
Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa

2.33.

Apakah ada program/kegiatan yang
diakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
(multiyears)

234

Apaxah Belanja Kalurahan yang ditetapkan

dalam APBKal paling banyak 30% yang

bersumber dari ADD dipergunakan untuk :

1. Sitap dan Tunjargan Lurah dan
Pamong Kalurahan

2. Operasional Pemerintzhan Kalurahan

3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal

23.5

Apakah besaran Siltap dan Tunjangan Lurah
dan Pamong Kalurahan sesuai yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati

2.3.8.

Besaran Tunjangan dan Operasional untuk
anggota Bamuskal dianggarkan sesuai yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati

23.7.

Alokasi Belanja dengan output yang akan
dihasilkan logis

shbj.gunungkidulkab.go.id




2338.

Apakah dalam APBKal telan
menganggarkan semua Kegiatan yang
diwajibkan Bupati

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ...
Tahun 2023 tentang  Pedoman
Penyusunan APBKaluranan Tahun
Anggaran 2024

2.3.9.

Apakah penggunean Dana berdasarkan
sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah, Baniuan
Keuangan dari Pemerintan Kabupaten, dli)
telah sesuai dengan regulasi yang ada.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomeor
Tahun 2023 tentang  Pedoman
Penyusunan APBKalurahan Tahun
Anggaran 2024

24

Pembiayaan

241,

Apakah penempaian pos pembiayaan tetah
sesuai dengan perawran  perundang-
undangan yang berlaku.

242

Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk pembentukan Dana Cadangan.

243.

Apakah pembentukan Dana Cadangan telah
ditetapkan dalam Peraiuran Kaluranan.

(244

Apakah ada pos pengeluaran pembiayazn
untuk penyertaan modak pada
BUMKalurahan

2.45.

Apakai penyeriaan modal pada
BUMKalurahan telah sesuat dengan
peraturan perundang-undangan dan
ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan
memenuhi nilai kelayakan usaha.

246.

Pada evaluasi Perubahan APBKal, pada pos
penerimaan pembiayaan terdapat SilPA
tahun anggaran sebelumnya.

2.4.7.

Pada evaluasi Perubahan APBKal, apakah
SilPA tahun sebelumnya telah digunakan
seluruhnya.




Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal - )
1. Melakukan koreksi terhadap aspek Besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sasuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupaii;

2. Melakukan koreksi terhadap aspek Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pameng Kalurahan sesuai dengan besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan

terbaru;
3. Pemeriniah Kalurahan agar menyesuikan Sumberdana dengan keperuniukannya, sesuai pagu indikatif, sesuai SHBJ dan peraturan perundangan

yang berlaku (RPMK tentang Alokasi DD 2024).

Evailuasi dilakukan tanggal :
Hasiil Evaluasi :

Diteruskan untuk disetujui Bupaii W

T
3

ST

Dikembatlikan untuk diperbaiki Kalurahan

=

Y ONT,

. 197202191291G11C01




LAMPIRAN Ii
KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR <6 /KPTS/2023

TANGGAL 238 DESEMBER 2023
TENTANG EVALUAS| TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024
EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELANJA KALURAHAN TASUN 2023
KALURAHAN : GIRIPANGGUNG
KAPANEWON : TEPUS
TAHUN ANGGARAN 1 2024
No | KEGIATAN | REVISI [ CATATAN | REKOMENDASI

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamcng
Kalurahan belum sesuai dengan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Besaran Siltap Lurah, Pamong
Kalurahan, Staf Pamcrg dan Upah Tetap Staf
Pamong TA 2024

1 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan
[Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan Pamong Kalurahan

Agar melakukan revisi terhadap Besaran Siltap dan
Tunjangan Lurah dan Pzmong Kalurzhan sesuzi dengan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Siltzp
Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong dan Upait
Tetap Stzf Pamong TA 2024

Besaran Penyediaan Jaminan Sosial pagi Lurah dan
Pamong Kalurahan belum sesuai dengan Siltap dan
Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan

Besarai Penyediaan Jaminan Sosial bagi

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurak: dan
Lurah dan Pamong Kalurahan

Pamong Kalurahan

Agar melakukan revisi terhadap Besaran Penyediaan
Jaminan Sesial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
belum sesuai dengan Siltap dan Tunjangan Lurahdan
Pamong Kalurahan ——

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

{Cukup { I

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 [Cukup : | |

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 _[Cukup ~

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

[Cukup I [




—

Edy Sutantyo, S.Pd

N

Aris Surachmad, S.Sos

W

Bekil Istiningsih




